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BAB IV

PENERAPAN HUKUM JAMINAN DALAM PEMBIAYAAN MURABAHAH DI BANK KALSEL SYARIAH CABANG KANDANGAN

A. Sekilas Tentang Bank Kalsel Syariah Cabang Kandangan.
1. Sejarah Singkat Bank Kalsel Syariah Cabang Kandangan.
Krisis ekonomi dan moneter yang terjadi di Indonesia pada kurun waktu 1997-1998 merupakan pukulan yang sangat berat bagi sistem perekonomian Indonesia. Dalam periode tersebut banyak lembaga-lembaga keuangan, termasuk perbankan mengalami kesulitan keuangan.

Seiring dengan diberlakukannya dual banking system oleh Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan, maka untuk menjawab tantangan tersebut, Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Selatan telah melakukan perubahan dengan Perda Nomor 16 Tahun 2003 yang memuat pembentukan operasional unit usaha syariah.

Pada tanggal 13 Agustus 2004 Bank BPD Kalsel Syariah hadir dalam rangka memberikan alternatif pelayanan perbankan kepada masyarakat Kalimantan Selatan yang mayoritas beragama Islam. Mulai saat itu Bank BPD Kalsel Syariah memulai periode baru operasional berbasis syariah dengan membuka Kantor Cabang Syariah Banjarmasin yang berkantor di Jalan Brigjend. H. Hasan Basry Nomor 8 Telepon (0511) 3304201,3303827 faximile (0511) 3304111.

Dan pada tanggal 4 Desember 2005 telah dibuka Kantor Cabang Syariah Kandangan yang berkantor di Jalan Jend. Sudirman RT. 4 Tibung Raya Kandangan Telepon (0517) 2228, faximile (0517) 23768.

Dalam mengawasi, menilai dan memastikan operasional bank agar tetap konsisten dalam penghimpunan dana dan penyaluran dana serta pelayanan jasa berdasarkan prinsip syariah serta dalam pengembangan produk baru bank agar sesuai dengan fatwa Dewan Syariah Nasional - Majelis Ulama Indonesia, Bank Kalsel Syariah memiliki Dewan Pengawas Syariah yang melakukan pengawasan terhadap kegiatan bank.

2. Produk-Produk Pada Bank Kalsel Syariah Cabang Kandangan.
Berbagai produk pembiayaan maupun simpanan dapat dilayani untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Bank Kalsel Syariah Cabang Kandangan dapat melayani berbagai keperluan pembiayaan, seperti: modal kerja, investasi, maupun konsumtif. Adapun produk-produk Bank Kalsel Syariah Cabang Kandangan antara lain:
a. Pendanaan.
1) Giro iB ”Al-Amanah”

Merupakan simpanan dana pihak ketiga pada Bank Kalsel Syariah dengan prinsip Wadiah yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat dengan menggunakan cek/bilyet giro, sarana perintah pembayaran lainnya, atau dengan pemindahbukuan.
2) Tabungan iB Al-Barakah.

Merupakan simpanan dana pihak ketiga pada Bank Kalsel Syariah yang dapat ditarik setiap saat dan terhadapnya diberikan bagi hasil sesuai dengan nisbah yang disepakati.

3) Tabungan iB Pelajar.

Merupakan simpanan yang dikhususkan bagi para pelajar baik SD, SLTP, dan SLTA yang dikelola berdasarkan akad Mudharabah dengan nisbah bagi hasil dan dapat ditarik setiap saat.

4) Tabungan iB Haji Ar Rahman.

Merupakan tabungan untuk memenuhi syarat dan jumlah ongkos naik haji (biaya penyelenggaraan ibadah haji) yang dikelola berdasarkan akad Mudharabah Muthlaqah.
5) TabunganKu iB.

Merupakan simpanan dana pihak ketiga pada Bank Kalsel Syariah dengan menggunakan Akad Wadiah yang dapat ditarik setiap saat.

6) Deposito iB Mudharabah.

Merupakan simpanan berjangka berupa investasi sesuai syariah dengan prinsip Akad Mudharabah Muthlaqah dengan nisbah bagi hasil khusus dengan jangka waktu 1, 3, 6,dan 12 bulan.

b. Pembiayaan.
Pembiayaan Syariah adalah penyediaan dana dan atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berupa:

	
	· Transaksi bagi hasil dalam bentuk mudharabah dan musyarakah.

	
	· Transaksi sewa menyewa dalam bentuk Ijarah atau sewa beli dalam bentuk Ijarah Muntahiya bittamlik.

	
	· Transaksi jual beli dalam bentuk piutang Murabahah, Salam dan Istishna.

	
	· Transaksi pinjam-meminjam dalam bentuk piutang qardh.

	
	· Transaksi sewa-menyewa jasa dalam bentuk Ijarah untuk transaksi multijasa.


Berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara Bank Syariah dan/atau Unit Usaha Syariah dan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai dan/atau diberi fasilitas dana untuk mengembalikan dana tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan ujrah, tanpa imbalan atau bagi hasil.
Produk pembiayaan syariah ini ada  6 macam, yaitu:

1) Murabahah

Merupakan pembiayaan kepada nasabah dengan prinsip jual beli suatu barang dengan harga perolehan barang ditambah margin yang disepakati oleh Bank dan Nasabah, dimana penjual (Bank) menginformasikan terlebih dahulu harga perolehan kepada pembeli (Nasabah).
Persyaratan dalam pembiayaan Murabahah yaitu:

	Perorangan:

	
	· Mengisi formulir permohonan pembiayaan Murabahah.

	
	· Menyerahkan daftar penghasilan, slip gaji, SK Pengangkatan Pegawai (perorangan).

	
	· Menunjukkan bukti identitas diri asli seperti (KTP/SIM/PASPOR).

	
	· Menyerahkan agunan tambahan.

	Non Perorangan (Perusahaan/lembaga/instansi):

	
	· Mengisi/membuat surat permohonan pembiayaan murabahah.

	
	· Menyerahkan daftar penghasilan, pendapatan yang diperoleh rata-rata perbulan.

	
	· Menyerahkan photocopy (KTP/SIM/PASPOR).

	
	· Menyerahkan agunan tambahan.

	
	· Menyerahkan photocopy dokumen perusahaan seperti: TDP, SIUP, SITU, NPWP, akta pendirian perusahaan serta dokumen lainnya.


Pembiayaan Murabahah di Bank Kalsel Syariah Cabang Kandangan ini ada 3 jenis yaitu:

a) Murabahah Konsumtif.

Murabahah Konsumtif adalah jual beli barang keperluan rumah tangga yang bersifat konsumtif, seperti pembelian rumah, kendaraan untuk pribadi, alat rumah tangga, elektronik dan sebagainya.

Benefit:

	-
	Memperoleh pinjaman untuk keperluan rumah tangga.

	 -
	Barang yang dibeli dapat dijadikan agunan.

	 -
	Discount atau bonus dari Supplier menjadi hak nasabah.

	 -
	Angsuran tidak berubah sampai berakhir masa angsuran.


·    Jangka waktu minimal 3 bulan maksimal 10 tahun.
b) Murabahah Investasi.
Murabahah Investasi ini adalah jual beli barang modal dan atau investasi dalam rangka menunjang kegiatan usaha seperti pembelian alat berat, mesin, kendaraan angkutan, rumah toko dan sebagainya.

Benefit:

	
	· Memperoleh pinjaman dalam bentuk asset/barang.

	
	· Barang yang dibeli dapat dijadikan jaminan/agunan.

	
	· Discount atau bonus dari Supplier menjadi hak nasabah.

	
	· Angsuran tidak berubah sampai berakhir masa angsuran.


·  Jangka waktu minimal 3 bulan maksimal 8 tahun.
c) Murabahah Modal Kerja.
Murabahah Modal Kerja yaitu jual beli barang yang akan diperdagangkan kembali seperti jual beli barang kepada koperasi/BMT, jual barang konveksi untuk diperdagangkan dan sebagainya.
Benefit:

	
	· Memperoleh tambahan pinjaman modal kerja dalam bentuk barang dagangan.

	
	· Dana dari barang yang telah terjual dapat digunakan kembali sesuai kebutuhan modal kerja.

	
	· Discount atau bonus dari Supplier menjadi hak nasabah.


·  Jangka waktu minimal 3 bulan maksimal 24 bulan.
2) Kerjasama Usaha.

Pembiayaan kerjasama usaha ini ada 2 jenis yaitu:

a) Mudharabah.

Merupakan pembiayaan penanaman dana (modal) kepada nasabah untuk melakukan kegiatan usaha sesuai syariah dengan prinsip bagi hasil usaha antara kedua belah pihak dengan nisbah yang disepakati.

Benefit:

	
	· Modal usaha nasabah dibiayai 100% oleh Bank.

	
	· Pembagian hasil usaha sesuai dengan nisbah yang disepakati.

	
	· Memperoleh laba yang proporsional sesuai dengan pendapatan yang diterima.

	
	· Tatacara pengembalian modal/pinjaman dengan angsuran atau sekaligus.


Adapun persyaratan yang harus dilengkapi nasabah dalam pembiayaan ini adalah:

	
	·  Mengisi formulir permohonan pembiayaan.

	
	· Menyerahkan daftar penghasilan, pendapatan yang diperoleh rata-rata perbulan.

	
	· Menyerahkan photocopy (KTP/SIM/PASPOR).

	
	· Menyerahkan agunan tambahan.

	
	· Menyerahkan photocopy dokumen perusahaan seperti: TDP, SIUP, SITU, NPWP, akta pendirian perusahaan serta dokumen lainnya.


· Jangka waktu maksimal 5 tahun.
b) Musyarakah.

Pembiayaan Musyarakah ini merupakan transaksi penanaman dana dari dua atau lebih pemilik dana untuk menjalankan usaha tertentu sesuai syariah dengan pembagian hasil usaha antara Bank dan Nasabah berdasarkan nisbah yang telah disepakati.

Benefit:

	
	· Modal usaha secara bersama antara Bank dengan Nasabah.

	
	· Bagi hasil berdasarkan pendapatan usaha sesuai dengan porsi modal masing-masing.

	
	· Tatacara pengembalian modal/pinjaman dengan angsuran atau sekaligus.


Persyaratan:

	
	· Mengisi formulir permohonan pembiayaan.

	
	· Menyerahkan daftar penghasilan, pendapatan yang diperoleh rata-rata perbulan.

	
	· Menyerahkan photocopy (KTP/SIM/PASPOR).

	
	· Menyerahkan agunan tambahan.

	
	· Copy dokumen perusahaan seperti: TDP, SIUP, SITU, NPWP.


· Jangka waktu maksimal 5 tahun.
3) Talangan haji iB.

Merupakan penyediaan dana (talangan) kepada nasabah dalam bentuk pinjaman (Qardh) untuk pelaksanaan kegiatan Ibadah Haji dan Umrah baik melalui Pemerintah ataupun Biro Perjalanan/Travel.

Produk ini digunakan bagi pengguna jasa/nasabah yang ingin:

	
	· Memperoleh Porsi Haji terlebih dahulu.

	
	· Perlunasan Biaya Perjalanan Ibadah Haji.

	
	· Mendapatkan Kafalah (Penjaminan Bank) kepada penyelenggara bahwa Bank akan membayar biaya ibadah haji dan umrah pada saat biaya perjalanan ibadah haji dan umrah ditetapkan.

	
	· Memperoleh fasilitas BPIH Plus dari Biro Perjalanan/travel.

	
	· Memperoleh fasilitas Umrah dari Biro Perjalanan/travel.


Pembiayaan Talangan Haji berupa Produk Jajirah iB Ar-rahman menggunakan 3 skema yaitu:

	
	a)  Skema Al-Qardh yaitu Talangan dana untuk memperoleh porsi Haji Reguler.

	
	b)  Skema Kafalah yaitu Penjaminan Bank kepada Penyelenggara untuk membayar biaya ibadah haji dan umrah pada saat Biaya Perjalanan Ibadah Haji ditetapkan.

	
	c)  Skema Ijarah yaitu Pembelian paket Haji dan atau Umrah dari penyelenggara oleh Bank yang dialih manfaatkan kepada Pengguna Jasa dengan sewa/ujrah.


4) Qard Beragunan Emas iB.

Merupakan produk pembiayaan Bank Kalsel dengan menggunakan akad Al-Qardh, Rahn dan Ijarah secara bersama dan merupakan satu kesatuan, yaitu pinjam meminjam dengan akad al-qardh dengan agunan penyerahan emas melalui akad rahn dan terhadap penyerahan emas tersebut nasabah dikenakan biaya pemeliharaan dengan akad ijarah.

Emas yang dapat digadaikan yaitu Emas Batangan/lantakan, koin dan perhiasan.
5) Kepemilikan Emas iB Ar-Rahman.

Merupakan pembiayaan kepada nasabah yang menginginkan kepemilikan emas 24 karat dengan cara mudah, dapat dicicil, dan aman tersimpan di Bank. Akad yang digunakan adalah akad murabahah dengan margin keuntungan bank sesuai kesepakatan.
6) Al-Qardhul Hasan.

Merupakan pinjaman dana kepada nasabah tanpa imbalan dengan hanya mengembalikan pokok pinjaman secara sekaligus atau cicilan dalam jangka waktu tertentu.
Al-Qardhul Hasan ditujukan bagi orang yang tidak mampu (fakir dan/atau miskin) untuk modal usaha yang berkelanjutan.

A. Penerapan Hukum Jaminan Dalam Pembiayaan Murabahah di Bank Kalsel Syariah Cabang Kandangan.
Dalam laporan hasil penelitian ini akan disajikan data tentang penerapan Hukum Jaminan Dalam Pembiayaan Murabahah di Bank Kalsel Syariah Cabang Kandangan yang meliputi identitas informan, pembiayaan murabahah di Bank Kalsel Syariah Cabang Kandangan dan analisis penerapan Hukum Jaminan Dalam Pembiayaan Murabahah di Bank Kalsel Syariah Cabang Kandangan sebagaimana diuraikan di bawah ini:

1.  Identitas Informan.
Nama 


: BH

Umur 


: 37 tahun

Jenis Kelamin 

: Laki-laki

Pendidikan 

: S. 2

Jabatan 


: Pemimpin Seksi Operasional

Masa Kerja 

: 12 (dua belas) tahun

Tempat Bekerja 
: Bank Kalsel Cabang Syariah Kandangan.

2. Pembiayaan Murabahah di Bank Kalsel Syariah Cabang Kandangan.
a. Pembiayaan Murabahah.
Salah satu kegiatan usaha yang dijalankan oleh Kantor Bank Kalsel Syariah Cabang Kandangan adalah pembiayaan murabahah.
Akad Murabahah adalah salah satu produk perbankan syariah yang banyak diminati masyarakat. Karena akad ini menjadi alternatif mudah dan tepat bagi berbagai pembiayaan atau kredit dalam perbankan konvensional yang tentu sarat dengan riba. Kebanyakan ulama dan juga berbagai lembaga fikih nasional atau internasional, membolehkan akad murabahah kontemporer. Lembaga Fikih Nasional DSN (Dewan Syariah Nasional) di bawah MUI, juga membolehkan akad murabahah, sebagaimana dituangkan dalam fatwanya No: 04/DSN-MUI/IV/2000. Fatwa DSN ini, menjadi payung dan pedoman bagi perbankan syariah dalam menjalankan akad murabahah.  DSN pada fatwanya No: 04/DSN-MUI/IV/2000, tentang Murabahah menyatakan: “Bank membeli barang yang diperlukan nasabah atas nama bank sendiri, dan pembelian ini harus sah dan bebas riba.” (Himpunan Fatwa Dewan syariah Nasional MUI hal. 24).
Murabahah  berasal dari kata ribhu ( الربح ) berarti keuntungan, laba, faidah1. Secara istilah, murabahah adalah akad jual beli barang dengan menyatakan harga perolehan dan keuntungan (margin) yang disepakati oleh penjual dan pembeli.2 Dalam istilah perbankan syariah maknanya akad jual beli atas barang tertentu dimana penjual menyebutkan harga pembelian barang kepada pembeli kemudian mensyaratkan atasnya laba/keuntungan dalam jumlah tertentu. Sistem pembayarannya berdasarkan tempo waktu bayar.3

Jual beli murabahah menurut Muhammad Ibnu Rusyd adalah:  “Jual beli murabahah adalah jika si penjual menyebutkan harga pembelian barang kepada pembeli, kemudian mensyaratkan atasnya laba dalam jumlah tertentu dinar atau dirham”.4
Menurut istilah ahli fikih murabahah adalah: 
بيع السلعة بسمنها التى قامت مع ربع بشراءط خصة مفصلة فى المذاهب 5  ( jual beli barang  dengan menyebutkan harga pokok dan laba kepada pembeli dengan syarat-syarat tertentu yang terinci dalam madzhab-madzhab).

Selanjutnya Abdurrahman Al-Jaziri dalam Fiqh Ala Mazhahibil Arba’ah menyebutkan bahwa murabahah adalah menurut arti bahasa ialah masdar dari kata keuntungan yang berarti tambahan.6
Dari beberapa pengertian tersebut, maka dapat diketahui bahwa murabahah adalah akad jual beli barang dengan menyatakan harga perolehan dan keuntungan (margin) yang disepakati penjual dan pembeli. Karena dalam definisinya disebutkan adanya keuntungan yang disepakati, maka karakteristik jual beli murabahah adalah si penjual harus memberi tahu si pembeli tentang harga pembelian barang dan menyertakan jumlah keuntungan yang ditambahkan pada biaya tersebut. Berapa besar keuntungan tersebut dapat dinyatakan dalam nominal tertentu atau dalam bentuk persentase dari harga pembeliannya, misalnya 10% atau 20%.7
Murabahah pada awalnya merupakan konsep jual beli yang sama sekali tidak ada hubungannya dengan pembiayaan. Namun demikian, bentuk jual beli ini kemudian digunakan oleh perbankan syariah dengan menambah beberapa konsep lain sehingga menjadi bentuk pembiayaan. Akan tetapi, validitas transaksi seperti ini tergantung pada beberapa syarat yang benar-benar harus diperhatikan agar transaksi tersebut diterima secara syariah.
Dalam pembiayaan ini, bank sebagai pemilik dana membelikan barang sesuai dengan spesifikasi yang diinginkan oleh nasabah yang membutuhkan pembiayaan, kemudian menjualnya ke nasabah tersebut dengan penambahan keuntungan tetap. Sementara nasabah akan mengembalikan utangnya dikemudian hari secara tunai maupun cicil.8
Selain dalam Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan, pengertian murabahah juga dijelaskan dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 04/DSN-MUI/I/2000 tentang Murabahah, yaitu menjual suatu barang dengan menegaskan harga belinya kepada pembeli dan pembeli membayarnya dengan harga yang lebih sebagai laba.9
Sedangkan dalam Pedoman Standar Akutansi  Nomor 59 Tahun 2008 tentang Akuntansi Perbankan Syariah  paragraf 52 dijelaskan bahwa murabahah adalah akad jual beli barang dengan menyatakan harga perolehan dan keuntungan (margin) yang disepakati oleh penjual dan pembeli.10
Keutuhan modal kerja usaha perdagangan untuk pembiayaan barang dagangan dapat dipenuhi dengan pembiayaan berpola jual beli dengan akad murabahah. Dengan berjual beli, kebutuhan modal pedagang terpenuhi dengan harga tetap, sementara bank syariah mendapat keuntungan margin tetap dengan meminimalkan risiko.11
Keberadaan pembiayaan murabahah dalam kegiatan usaha bank syariah diatur  dalam Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan. Pasal 6 huruf m menyatakan bahwa kegiatan usaha Bank Umum Syariah adalah “Menyediakan pembiayaan dan atau melakukan kegiatan lain berdasarkan prinsip syariah, sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia”. Selanjutnya dalam Bab I Ketentuan Umum Pasal 1 ayat (12) dinyatakan:

”Pembiayaan berdasarkan prinsip syariah adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil”. 
Dalam Pasal 8 disebutkan bahwa:

“Dalam memberikan kredit atau pembiayaan berdasarkan prinsip syariah, bank umum wajib mempunyai keyakinan berdasarkan analisis yang mendalam atas itikad dan kemampuan serta kesanggupan nasabah debitur untuk melunasi utangnya atau mengembalikan pembiayaan dimaksud sesuai dengan yang diperjanjikan”. 
Adapun mengenai Prinsip Syariah sebagaimana dimuat dalam Bab I Ketentuan Umum Pasal 1 ayat (13) adalah:
aturan perjanjian berdasarkan hukum Islam antara bank dan pihak lain untuk menyimpan dana dan atau pembiayaan kegiatan usaha, atau kegiatan lainnya yang dinyatakan sesuai dengan syariah, antara lain pembiayaan berdasarkan prinsip bagi hasil (mudharabah), pembiayaan berdasarkan prinsip penyertaan modal (musyarakah), prinsip jual beli barang dengan memperoleh keuntungan (murabahah), atau pembiayaan barang modal berdasarkan prinsip sewa murni tanpa pilihan (ijarah), atau dengan adanya pilihan pemindahan kepemilikan atas barang yang disewa dari pihak bank oleh pihak lain (ijarah wa iqtina).   
Pada Bab IV tentang Kegiatan Usaha Pasal 28 menerangkan lebih rinci tentang kegiatan usaha yang wajib diterapkan oleh bank dengan prinsip syariah, dan salah satu kegiatan usahanya adalah sebagaimana tercantum dalam point b, yaitu: “melakukan penyaluran dana melalui transaksi jual beli berdasarkan prinsip murabahah”. 
Selanjutnya dalam Pasal 36 dari Peraturan Bank Indonesia No. 6/24/PBI/2004 tentang Bank Umum yang Melaksanakan Kegiatan Usaha Berdasarkan Prinsip Syariah diatur mengenai kegiatan usaha yang diantaranya dengan prinsip jual beli dengan menggunakan akad murabahah. 
Secara teknis perbankan, murabahah adalah salah satu skema yang digunakan pada aktivitas pembiayaan bank syariah, dimana bank berperan sebagai penjual, nasabah sebagai pembeli, sedangkan keuntungan atas harga perolehan barang disebut margin. Pembayaran oleh pembeli dapat dilakukan sekaligus saat jatuh tempo atau cicilan dalam jangka waktu yang disepakati.
Jual beli secara umum termasuk murabahah didalamnya merupakan sarana tolong-menolong antara sesama manusia, berdasarkan Surah An-Nisa ayat 29 yang berbunyi:
يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ وَلا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا (٢٩)

 Artinya :”Hai orang-orang yang beriman, jangan kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang bathil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka diantara kamu…” 12
Kemudian dinyatakan pula dalam Surah Al-Baqarah ayat 275 yang berbunyi:
الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لا يَقُومُونَ إِلا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ (٢٧٥)

Artinya: ”orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu, (sebelum datang larangan) dan urusannya terserah kepada Allah. orang yang kembali (mengambil riba), maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya.

Dari Syuhaib Ar-Rumi ra. Rasulullah SAW. bersabda: 
أن النبي صلى الله عليه و سلم قال ثَلاَثٌ فِيْهِنَّ الْبَرَكَةُ: اَلْبَيْعُ إِلَى أَجَلٍ، وَالْمُقَارَضَةُ، وَخَلْطُ الْبُرِّ بِالشَّعِيْرِ لِلْبَيْتِ لاَ لِلْبَيْع (رواه ابن ماجه)   14
Artinya: ”Tiga hal yang didalamnya terdapat keberkahan, pertama menjual dengan tempo pembayaran (murabahah), kedua muqaradhah (nama lain dari mudharabah) dan ketiga mencampurkan tepung dengan gandum untuk kepentingan rumah bukan untuk diperjualbelikan”.
Dalam kegiatan jual beli murabahah ada rukun dan syarat yang harus dipenuhi. Rukun dari akad murabahah ada beberapa yaitu:
1. Penjual (ba’i);

2. Pembeli (Musytariy);

3. Barang (Mabi’);
4. Harga (tsaman);
5. Shighat dalam bentuk Ijab dan Qabul. 
Sedangkan syarat-syarat murabahah adalah:

· Pembeli hendaklah betul-betul mengetahui modal sebenarnya dari suatu barang yang hendak dibeli.
· Penjual dan pembeli hendaklah setuju dengan kadar untung atau tambahan harga yang ditetapkan  tanpa ada sedikitpun paksaan;

· Barang yang dijual belikan bukanlah barang ribawi;

· Sekiranya barang tersebut telah dibeli dari pihak lain, jual beli yang pertama itu mestilah sah menurut pandangan Islam.15
Dari uraian diatas maka diketahui bahwa rukun dari transaksi ini adalah penjual (ba’i), pembeli (musytari), obyek jual beli/barang, harga (tsaman) dan ijab qabul. Mekanisme penerapan murabahah di Indonesia salah satunya diatur oleh Fatwa DSN MUI No. 4/DSN-MUI/IV/2000 tentang Murabahah.
b. Prosedur Pembiayaan Murabahah di Bank Kalsel Syariah Cabang Kandangan.
Pembiayaan dengan menggunakan akad murābahah masih menjadi pilihan favorit bank syariah di Indonesia. Hal ini dapat dilihat dari data Statistik Perbankan Syariah Bank Indonesia16 yang menunjukkan lebih dari setengah pembiayaan yang disalurkan bank syariah merupakan pembiayaan berbasis akad murābahah. Dalam data tersebut didapatkan porsi atau komposisi pembiayaan murābahah yang diberikan oleh Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah pada bulan Desember 2009 adalah 56.13%, Desember 2010 sebesar 55.01%, Desember 2011 sebesar 54.90%, dan pada April 2012 mencapai 56.90% dari total pembiayaan. Sedangkan porsi pembiayaan murābahah yang disalurkan oleh Bank Pembiayaan Rakyat Syariah pada bulan Desember 2008 sebesar 80.51%, Desember 2009 mencapai 80.02%, Desember 2010 sebesar 78.69%, Desember 2011 adalah 80.51%, dan pada bulan April 2012 mencapai 81.09%. Namun, data tersebut belum termasuk alokasi pembiayaan pada BMT dan Koperasi Syariah yang jumlahnya lebih besar.
Selain itu, sejak awal tahun 1984, di Pakistan, pembiayaan jenis murābahah mencapai sekitar 87% dari total pembiayaan dalam investasi deposito PLS (Profit and Loss Sharing). sementara itu, di Dubai Islamic Bank, pembiayaan murābahah mencapai 82% dari total pembiayaan selama tahun 1989. Bahkan, di Islamic Development Bank (IDB), selama lebih dari sepuluh tahun periode pembiayaan 73% dari seluruh pembiayaannya adalah dengan akad murābahah.17

Lembaga keuangan syariah (LKS) dapat menggunakan murabahah sebagai bentuk pembiayaan dengan mengadopsi prosedur sebagai berikut:

1. Nasabah dan LKS menandatangani perjanjian umum ketika LKS berjanji untuk menjual dan nasabah berjanji untuk membeli komoditas/barang tertentu dari waktu ke waktu pada tingkat margin tertentu yang ditambahkan dari biaya perolehan barang. Perjanjian ini dapat menetapkan batas waktu fasilitas pembiayaan ini.
2. Ketika komoditas tertentu dibutuhkan oleh nasabah, LKS menunjuk nasabah sebagai agennya untuk membeli komoditas dimaksud atas nama LKS, dan perjanjian keagenan ditandatangani kedua belah pihak.

3. Nasabah membeli komoditas/barang atas nama LKS dan mengambil alih penguasaan barang sebagai agen LKS.

4. Nasabah menginformasikan kepada LKS bahwa dia telah membeli komoditas/barang atas nama LKS, dan pada saat yang sama menyampaikan penawaran untuk membeli barang tersebut dari LKS.

5. LKS menerima penawaran tersebut dan proses jual beli selesai ketika kepemilikan dan risiko komoditas/barang telah beralih ke tangan nasabah.18
Salah satu kegiatan usaha yang dijalankan oleh Kantor Bank Kalsel Syariah Cabang Kandangan adalah pembiayaan murabahah. Dimana seorang calon nasabah yang bermaksud membeli suatu asset, tetapi ia mempunyai uang yang tidak mencukupi, ia bisa mengajukan permohonan ke bank syariah untuk mendapatkan fasilitas pembiayaan murabahah.
Adapun persyaratan dalam pembiayaan Murabahah di Bank Kalsel Syariah Cabang Kandangan yaitu:

	Perorangan:

	
	·  Mengisi formulir permohonan pembiayaan.

	
	·  Menyerahkan daftar penghasilan, slip gaji, SK Pengangkatan Pegawai (perorangan).

	
	· Menunjukkan bukti identitas diri asli seperti (KTP/SIM/PASPOR).

	
	· Menyerahkan agunan tambahan.

	Non Perorangan (Perusahaan/lembaga/instansi):

	
	· Mengisi/membuat surat permohonan pembiayaan murabahah.

	
	· Menyerahkan daftar penghasilan, pendapatan yang diperoleh rata-rata perbulan.

	
	· Menyerahkan photocopy (KTP/SIM/PASPOR).

	
	· Menyerahkan agunan tambahan.

	
	· Menyerahkan photocopy dokumen perusahaan seperti: TDP, SIUP, SITU, NPWP, akta pendirian perusahaan serta dokumen lainnya.


Bank Kalsel Syariah Cabang Kandangan dalam menyediakan fasilitas pembiayaan murabahah bagi nasabah menetapkan prosedur yang mengatur agar pembiayaan dapat terlaksana dengan lancar.
Berdasarkan penuturan Pemimpin Seksi Operasional Bank Kalsel Syariah Cabang Kandangan dalam wawancara, prosedur pembiayaan murabahah dapat dikontruksikan sebagai berikut:

1. Debitur/nasabah mengajukan permohonan pembiayaan murabahah ke Bank Kalsel Syariah Cabang Kandangan;

2. Petugas Bank Kalsel Syariah Cabang Kandangan melakukan wanwancara kepada debitur/nasabah;

3. Jika permohonan pembiayaan murabahah tersebut memenuhi syarat, maka debitur/nasabah diperintahkan untuk melengkapi berkas, kemudian petugas Bank Kalsel Syariah Cabang Kandangan melakukan pengecekan atas persyaratan yang telah dipenuhi oleh debitur/nasabah tersebut, termasuk BI cheking;

4. Jika semua data yang diserahkan oleh debitur/nasabah valid, kemudian petugas Bank Kalsel Syariah Cabang Kandangan melakukan survey dan berkoordinasi dengan supplier;

5. Jika pembiayaan murabahah tersebut layak untuk dilanjutkan, kemudian dilakukan proses analisa dll oleh petugas Bank Kalsel Syariah Cabang Kandangan, selanjutnya dilakukan proses berkas dioperasional (loan admin);

6. Tahap berikutnya dilakukan pembuatan PK/akad kredit antara debitur/nasabah dengan pihak Bank Kalsel Syariah Cabang Kandangan;

7.  Selanjutnya petugas Bank Kalsel Syariah Cabang Kandangan menghubungi supplier (penjual barang);

8. Jika sudah dilakukan akad dan barang telah dibeli oleh pihak Bank Kalsel Syariah Cabang Kandangan, barang dapat diambil atau pembiayaan murabahah telah selesai dilaksanakan.19
3. Penerapan Hukum Jaminan dalam Pembiayaan Murabahah di Bank Kalsel Syariah Cabang Kandangan.
Berdasarkan hasil wawancara dengan BH (Pemimpin Seksi Operasional pada Bank Kalsel Syariah Cabang Kandangan) dan pengumpulan data di lapangan, maka terhadap penerapan Hukum Jaminan Dalam Pembiayaan Murabahah di Bank Kalsel Syariah Cabang Kandangan dapat diklasifikasikan ke dalam 3 bentuk yaitu:

a. Bentuk Jaminan dalam Pembiayaan Murabahah di Bank Kalsel Syariah Cabang Kandangan.
Dalam utang piutang menurut syariah tidak dikenal adanya jaminan, namun begitu juga tidak ada larangan yang tegas bahkan bila dihubungkan dengan transaksi lain yang mirip dengan utang piutang, adalah transaksi muamalah yang menggunakan jaminan, yaitu rahn atau gadai, yaitu akad utang piutang yang disertai dengan jaminan/agunan (marhun).

Penerapan jaminan dalam pembiayaan murabahah dari sisi syariah didasarkan pada ketentuan fatwa DSN Nomor 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang murabahah:

1. Jaminan dalam murabahah dibolehkan, agar nasabah serius dalam pemesanannya.

2. Bank dapat meminta nasabah untuk menyediakan jaminan yang dapat dipegang.

Fatwa DSN tidak mengatur lebih lanjut tentang seluk beluk jaminan, sehingga pihak bank syariah menjadi leluasa dalam menerapkan sendiri ketentuan-ketentuan jaminan dalam akad murabahah, dengan merujuk pada tradisi perbankan  konvensional yang dipandang sudah mapan.

Berdasarkan keterangan pihak Bank Kalsel Syariah Cabang Kandangan, bahwa bentuk jaminan dalam pembiayaan murabahah bisa berupa BPKB (Buku Pemilik Kendaraan Bermotor), bisa juga sertifikat tanah/SHM (Sertifikat Hak Milik), sesuai dengan kesepakatan antara Bank Kelsel Syariah Cabang Kandangan dengan nasabah. dan tergantung pula dari penilaian pihak bank terhadap nasabah.20
Dengan adanya jaminan berupa surat menyurat yang diserahkan oleh nasabah, berarti pihak bank sudah menerapkan ketentuan sesuai dengan Fatwa DSN tersebut, namun dalam menetapkan bentuk jaminan mengadopsi dari ketentuan yang berlaku pada Bank Konvensional yaitu menggunakan hak tanggungan untuk jaminan dalam bentuk barang yang tidak bergerak dan fidusia untuk jaminan dalam bentuk barang yang bergerak.
Dari hasil penelitian tersebut maka dapat diketahui bahwa Bank Kalsel Syariah dalam hal jaminan dalam pembiayaan murabahah ini memberlakukan ketentuan hukum positif yang berlaku umum di Indonesia, hal ini dilakukan karena Fatwa DSN yang menjadi dasar dalam pembiayaan murabahah tidak mencantumkan secara jelas dan spesifik tentang jaminan yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, di samping itu lembaga jaminan syariah belum memiliki aturan yang khusus atau belum dikodifikasi.
b. Prosedur Pengikatan Jaminan dalam Pembiayaan Murabahah di Bank Kalsel Syariah Cabang Kandangan.

Setelah akad murabahah selesai dilaksanakan, kemudian dilakukan akad pengikatan jaminan. Dalam perbankan syariah prinsip al-rahn dapat dipakai sebagai fasilitas akad pengikatan jaminan. Yang dimaksud dengan al-rahn adalah menahan salah satu harta milik nasabah sebagai jaminan atas pembiayaan yang diterimanya. Dengan demikian pihak yang menahan memperoleh jaminan untuk dapat mengambil kembali seluruh atau sebagian piutangnya. Secara sederhana dapat dijelaskan al-rahn adalah semacam jaminan utang atau gadai.
Aplikasinya dalam perbankan syariah dapat dipakai dalam dua hal yaitu:

1. Sebagai produk pelengkap, artinya sebagai akad tambahan jaminan collateral terhadap produk lain seperti dalam pembiayaan murabahah. Bank dalam menahan barang nasabah sebagai konsekuensi akad tersebut.

2. Sebagai produk tersendiri di beberapa negara Islam, akad al-rahn telah dipakai sebagai alternatif dalam pegadaian konvensional. Bedanya dengan pegadaian biasa, dalam al-rahn nasabah tidak dikenakan bunga, yang dipungut dari nasabah adalah biaya penitipan, pemeliharaan, penjagaan serta penaksiran. Perbedaan utama antara biaya al-rahn dan bunga pegadaian adalah sifat bunga yang bisa berakumulasi dan berlipat ganda, sementara biaya al-rahn hanya sekali dan ditetapkan dimuka.
Mengenai pengikatan jaminan di Bank Kalsel Syariah Cabang Kandangan, tidak menggunakan prinsip al-rahn sebagai produk pelengkap dari akad pembiayaan murabahah, tetapi menggunakan fasilitas lembaga-lembaga jaminan yang ada dan berlaku pada bank konvensional. Pengikatan jaminan ini tergantung pada benda atau obyek yang dijadikan jaminan, misalnya menggunakan lembaga jaminan fidusia untuk barang-barang atau benda bergerak atau menggunakan lembaga jaminan hak tanggungan bagi obyek yang berupa benda tidak bergerak. 
Ketentuan jaminan untuk pembiayaan di Bank Kalsel Syariah Cabang Kandangan khusunya pembiayaan murabahah adalah barang yang dibeli dijadikan jaminan.

Adapun ketentuan tentang jaminan fidusia di Indonesia diatur dalam Undang-Undang No. 42/1999 tentang jaminan fidusia, dalam Pasal 1 Undang-Undang ini menyatakan bahwa fidusia adalah pengalihan hak kepemilikannya suatu benda atas dasar kepercayaan dengan ketentuan bahwa benda yang hak kepemilikannya dialihkan tetap dalam penguasaan pemilik benda. Sedangkan yang dimaksud dengan jaminan fidusia adalah hak jaminan atas benda bergerak baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud dan benda tidak bergerak khususnya bangunan yang tidak dapat dibebani hak tanggungan sebagaimana dimaksudkan dalam Undang-Undang No. 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan yang tetap berada dalam penguasaan pemberi fidusia, sebagai jaminan pelunasan hutang tertentu, yang memberikan kedudukan yang diutamakan kepada penerima fidusia terhadap kreditur lainnya.
Dari definisi tersebut di atas jelaslah bahwa fidusia dibedakan dengan jaminan fidusia. artinya jika fidusia merupakan suatu proses pengalihan hak kepemilikan, sedangkan jaminan fidusia adalah jaminan yang diberikan dalam bentuk fidusia. Dari pengertian fidusia dapat dikatakan bahwa dalam jaminan fidusia terjadi pengalihan kepemilikan atas dasar kepercayaan dengan janji barang atau benda yang hak kepemilikannya dialihkan tetap dalam penguasaan pemilik barang atau benda. Hal ini dimaksudkan semata-mata sebagai jaminan pelunasan utang, bukan untuk seterusnya dimiliki oleh penerima fidusia. Sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 33 Undang-Undang No. 42/1999 tentang jaminan fidusia bahwa setiap janji yang memberikan kewenangan kepada penerima fidusia untuk memiliki benda yang menjadi obyek jaminan fidusia apabila debitur ingkar janji akad batal demi hukum.
Dalam Pasal 3 Undang-Undang No. 42/1999 dinyatakan dengan tegas bahwa Undang-Undang Jaminan fidusia ini tidak berlaku terhadap:

1. Hak tanggungan yang berkaitan dengan tanah dan bangunan, sepanjang peraturan perundang-undangan menentukan jaminan atas benda-benda tersebut wajib didaftar, tetapi bangunan di atas milik orang lain yang tidak dapat dibebani hak tanggungan dapat dijadikan obyek jaminan fidusia.

2. Hipotik atas kapal yang terdaftar dengan isi kotor berukuran 20 m3 atau lebih.

3. Hipotik atas pesawat terbang.

4. Gadai.

Pasal 4 Undang-Undang Jaminan fidusia dengan tegas menyatakan bahwa jaminan fidusia merupakan perjanjian assesoir dari suatu perjanjian pokok yang menimbulkan kewajiban bagi para pihak untuk memenuhi suatu prestasi yang berupa memberikan sesuatu, berbuat sesuatu atau tidak berbuat sesuatu, yang dapat dinilai dengan uang.
Sebagai perjanjian assesoir memiliki sifat-sifat sebagai berikut:

1. Sifat ketergantungan terhadap perjanjian pokok.

2. Keabsahannya semata-mata ditentukan oleh sah  tidaknya perjanjian pokok.

3. Sebagai perjanjian bersyarat, maka hanya dapat dilaksanakan jika ketentuan yang disyaratkan dalam perjanjian pokok telah atau tidak dipenuhi.
Dari hasil penelitian maka dapat diketahui bahwa Bank Kalsel Syariah Cabang Kandangan dalam melakukan pengikatan jaminan dalam pembiayaan murabahah telah menerapkan ketentuan yang diatur dalam perundang-undangan tentang jaminan konvensional, tidak menerapkan ketentuan rahn yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, hal ini dikarenakan adanya peraturan dari Bank Indonesia dan belum adanya ketentuan perundangan yang terkodifikasi tentang jaminan syariah.
c. Penanganan Pembiayaan Murabahah Bermasalah di Bank Kalsel Syariah Cabang Kandangan.

Dalam penjelasan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 jo. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan maupun dalam Penjelasan Pasal 37 Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah antara lain dinyatakan bahwa kredit atau pembiayaan berdasarkan prinsip syariah yang diberikan oleh Bank mengandung resiko, sehingga dalam pelaksanaannya bank harus memperhatikan asas-asas perkreditan atau pembiayaan berdasarkan prinsip syariah yang sehat.21
Risiko didefinisikan sebagai bentuk-bentuk peristiwa yang mempunyai pengaruh terhadap kemampuan seseorang atau sebuah institusi untuk mencapai tujuannya. Risiko dalam termonilogi Bank Indonesia adalah potensi terjadinya suatu peristiwa yang dapat menimbulkan kerugian bank. 
Resiko adalah sisi berlawanan dengan tujuan bank yang ingin mendapatkan keuntungan. Untuk itu diperlukan upaya yang sisitematis untuk mengelola resiko yang secara sunnatullah ada.
Salah satu cara mengelola resiko adalah dengan manajemen resiko yang dipahami sebagai suatu metode logis dan sistematik dalam identifikasi, kuantifikasi, menentukan sikap, menetapkan solusi serta melakukan monitor dan pelaporan resiko yang berlangsung pada setiap aktivitas atau proses.
Dalam manejemen resiko diperlukan langkah-langkah antara lain:22
1. Identifikasi dan pemetaan resiko.
2. Kuantifikasi, melakukan peringkat resiko.
3. Menegaskan profil resiko dan rencana manajemen resiko.
4. Solusi resiko/implementasi tindakan terhadap resiko.
5. Pemantauan dan kaji ulang resiko dan pengkontrolan.

Pada dasarnya resiko melekat pada seluruh aktivitas bank. Jenis-jenis resiko yang ada dalam perbankan adalah: resiko kredit, resiko pasar, resiko operasional, resiko konsentrasi kredit, resiko suku bunga, resiko bisnis, resiko strategik, resiko reputasional. 
Perbankan syariah memilki resiko kredit yang sedikit berbeda dengan konvensional berkaitan dengan banyaknya variasi produk pembiayaan yang ada di dalam bank syariah. Dari beberapa jenis pembiayaan antara lain: murabahah, mudharabah, musyarakah, istisna, ijarah, salam, maka yang terkecil resikonya adalah murabahah. 
Akan tetapi resiko dalam murabahahpun sangat tergantung kepada jangka waktu pada masing-masing pembiayaan yang dilakukan, juga credit rangking dan fasilitas juga bidang bisnis yang dijalankan.
Resiko kredit adalah eksposur sebagai akibat kegagalan pihak lawan memenuhi kewajibannya. Resiko ini dapat terjadi akibat penyaluran pinjaman yang tidak sesuai dengan aturan yang ada atau melebihi batas maksimal pemberian kredit, kesalahan transaksi jaminan, kegagalan officer dalam menganalisa pembiayaan, ataupun karena kinerja debitur yang buruk.
Karena resiko kredit timbul akibat penyimpangan kinerja portfolio kredit dari nilai yang diharapkan maka sebagian resiko kredit dapat dideversifikasi. Resiko yang dihadapi oleh para debitur adalah akibat dari systematic risk. Untuk itu bank diharapkan mampu lebih mengawasi debitur yang sifat pasarnya lokal dan sempit atau memiliki barang yang tidak likuid.
Dalam pemberian kredit atau suatu pembiayaan terutama dalam pembiayaan murabahah di Bank Kalsel Syariah Cabang Kandangan, maka pihak bank sebelum memutuskan apakah suatu permohonan dapat diterima atau ditolak, maka langkah yang harus dilakukan adalah melakukan analisis terhadap permohonan yang diajukan oleh debitur atau nasabah. Pentingnya untuk melakukan analisis ini adalah untuk menghindari resiko kemungkinan terjadinya kredit atau pembiayaan yang macet. 
Sebagaimana dimaklumi, pembayaran kredit atau suatu pembiayaan selalu terjadi di masa yang akan datang, maka yang memberikan pinjaman, dalam hal ini pihak bank harus menilai terlebih dahulu apakah harapan debitur atau nasabah tentang kesanggupannya untuk membayar kembali adalah cukup wajar. 

Untuk menganalisis suatu permohonan kredit atau pembiayaan pada umumnya digunakan kriteria 5 C, yakni:23 

1. Character (Sifat). Dalam hal ini, para analis kredit pada umumnya mencoba melihat dari data pemohon kredit yang telah disediakan oleh bank. Bila dirasakan perlu diadakan wawancara, untuk mengeahui lebih rinci, bagaimana karakter sesungguhnya dari calon debitur tersebut. 

2. Capasity (Kemampuan). Bank mencoba menganalisis apakah permohonan dana yang diajukan rasional atau tidak dengan kemampuan yang ada pada debitur sendiri. Bank melihat sumber pendapatan dari pemohon dikaitkan dengan kebutuhan hidup sehari-hari. 

3. Capital (Modal). Hal ini cukup penting bagi bank, khususnya untuk kredit yang cukup besar apakah dengan modal yang ada, mungkin pengembalian kredit yang diberikan. Untuk itu perlu dikaji ulang potensi dari modal yang ada. 

4. Collateral (Jaminan). Apakah jaminan yang diberikan oleh debitur sebanding dengan kredit yang diminta. Hal ini penting agar bila debitur tidak mampu melunasi kreditnya jaminan dapat dijual. 

5. Condition of economy (Kondisi Ekonomi). Situasi dan kondisi ekonomi apakah memungkinkan untuk itu. 
Kriteria tersebut adalah yang secara umum dilakukan dalam praktek pemberian kredit oleh perbankan konvensional dan diterapkan juga oleh perbankan syariah dan hal ini juga diterapkan oleh Bank Kalsel Syariah Cabang Kandangan dalam pemberian pembiayaan murabahah kepada nasabah.
Jika ternyata dalam masa perjanjian murabahah tersebut nasabah tidak dapat memenuhi kewajibannya, maka langkah yang ditempuh oleh Bank Kalsel Syariah Cabang Kandangan adalah terlebih dahulu melakukan musyawarah dengan debitur/nasabah untuk mufakat dan pihak bank berupaya membantu debitur/nasabah dengan memberikan solusi terhadap masalah yang dihadapinya dan pada kesempatan ini pihak Bank Kalsel Syariah Cabang Kandangan menjadi tempat konsultasi debitur/nasabah dalam menyelesaikan masalah yang dihadapinya. Jadi Bank Kalsel Syariah Cabang Kandangan berupaya semaksimal mungkin untuk menyelesaikan permasalah yang dialami oleh debitur/nasabah secara baik-baik (musyawarah) kecuali ditemukan jalan buntu atau pihak debitur/nasabah mangkir atau tidak mau menyelesaikan secara baik-baik, maka akan ditempuh jalan sesuai ketentuan hukum yang berlaku. 
Adapun jika debitur/nasabah mangkir dari kewajibannya untuk memenuhi prestasinya, maka pihak bank memberikan surat pemberitahuan adanya tunggakan yang dilakukan oleh debitur/nasabah dengan melayangkan surat peringatan. Surat peringatan I, pihak bank masih bertindak memperingatkan nasabah mengenai kewajibannya dan bank masih memberikan tenggang waktu dan kesempatan kepada debitur/nasabah tersebut untuk memenuhi kewajibannya, namun jika debitur/nasabah tetap mangkir dari kewajibannya maka Bank Kalsel Syariah Cabang Kandangan mengirimkan lagi surat peringatan yang kedua, dan pada surat peringatan yang kedua tersebut, debitur/nasabah  masih diberikan tenggang waktu dan kesempatan lagi untuk melaksanakan kewajibannya dan jika ternyata debitur/nasabah masih tetap mangkir selanjutnya Bank Kalsel Syariah Cabang Kandangan mengirimkan surat peringatan yang ketiga, jika pada surat peringatan yang ketiga tersebut, belum ada itikad baik dari debitur/nasabah dalam tiga kali surat peringatan, kemudian Bank Kalsel Syariah Cabang Kandangan memanggil nasabah melalui surat penggilan, jika belum ada tanggapan dari debitur/nasabah terhadap surat penggilan ini, maka Bank Kalsel Syariah Cabang Kandangan, memberikan somasi kepada debitur/nasabah melalui Pengacara, somasi yang dilakukan melalui pengacara tersebut berisi peringatan keras debitur/nasabah bahwa jika debitur/nasabah belum memenuhi kewajibannya tersebut maka pihak Bank Kalsel Syariah Cabang Kandangan akan mengeksekusi jaminan yang diserahkan oleh debitur/nasabah kepada Bank Kalsel Syariah Cabang Kandangan guna penyelesaian pembiayaan murabahahnya yang bermasalah.

Sebelum pengeksekusian barang jaminan, pihak Bank Kalsel Syariah Cabang Kandangan memberi pilhan kepada debitur/nasabah apakah barang jaminan tersebut akan dijual sendiri oleh debitur/nasabah atau dilakukan oleh pihak Bank Kalsel Syariah Cabang Kandangan. Barang jaminan yang dieksekusi oleh pihak Bank Kalsel Syariah Cabang Kandangan diserahkan kepada lembaga lelang untuk kemudian dieksekusi. Hasil dari penjualan barang jaminan tersebut diserahkan kepada pihak Bank Kalsel Syariah Cabang Kandangan untuk pengembalian modal yang digunakan dalam pembiayaan murabahah. Jika terdapat kelebihan pada harga barang jaminan milik debitur/nasabah, maka pihak Bank Kalsel Syariah Cabang Kandangan akan mengembalikannya kepada debitur/nasabah. 
B. Analisis Penerapan Hukum Jaminan dalam Pembiayaan Murabahah di Bank Kalsel Syariah Cabang Kandangan.
1. Bentuk Jaminan dalam Pembiayaan Murabahah di Bank Kalsel Syariah Cabang Kandangan.

Sistem keuangan dan perbankan modern telah berusaha memenuhi kebutuhan manusia untuk mendanai kegiatannya, bukan dengan dananya sendiri, melainkan dengan dana orang lain, baik dengan menggunakan prinsip penyertaan dalam rangka pemenuhan permodalan (equity financing) maupun dengan prinsip pinjaman dalam rangka pemenuhan kebutuhan pembiayaan (debt financing).

Islam mempunyai hukum sendiri untuk memenuhi kebutuhan tersebut, yaitu melalui akad-akad bagi hasil (profit and loss sharing), sebagai metode pemenuhan kebutuhan permodalan (equity financing), dan akad-akad jual-beli (al bai') untuk memenuhi kebutuhan pembi​ayaan (debt financing).
Pembiayaan murabahah adalah salah satu produk pembiayaan yang disalurkan oleh Bank Kalsel Syariah Cabang Kandangan kepada debitur/nasabahnya. Untuk menjalankan pembiayaan murabahah yang diadakan oleh Bank Kalsel Syariah Cabang Kandangan, pihak Bank Kalsel Syariah Cabang Kandangan memiliki ketentuan khusus mengenai pembiayaan murabahah. Dalam proses pengajuan pembiayaan yang dilakukan oleh debitur/nasabah, terdapat salah satu syarat tambahan. Syarat tambahan itu adalah debitur/nasabah diminta untuk menyertakan jaminan, jaminan tersebut bisa berupa barang yang tidak bergerak dan bisa pula berupa barang yang bergerak.
Jaminan ini dimaksudkan untuk mengurangi risiko pembiayaan, setiap pembiayaan yang dilakukan oleh pihak Bank Kalsel Syariah Cabang Kandangan haruslah memenuhi prinsip kehati-hatian. Sehubungan dengan itu maka setiap pembiayaan yang diberikan dapat mempersyaratkan jaminan, termasuk pembiayaan murabahah.

Meskipun hanya sebagai syarat tambahan, namun syarat ini merupakan syarat yang sangat menentukan apakah pembiayaan murabahah dapat dilanjutkan atau dibatalkan. Alasan pihak bank meminta jaminan adalah karena pada zaman sekarang moral nasabah yang tidak dapat diperkirakan. Alasan lainnya adalah agar debitur/nasabah memiliki tanggung jawab terhadap pembiayaan yang diajukannya. Dengan mencantumkan jaminan maka debitur/nasabah diharapkan tidak main-main dalam  mengembalikan harga beli barang yang telah dilakukan oleh pihak Bank Kalsel Syariah Cabang Kandangan.

Jaminan yang diserahkan kepada Bank Kalsel Syariah Cabang Kandangan hanya berupa surat-surat bukti kepemilikan saja (secara fidusia), bukan bentuk barangnya yang diserahkan kepada bank. Barang tersebut masih dapat digunakan oleh debitur/nasabah dalam kehidupan sehari-hari. Surat-surat tersebut kemudian diamankan oleh pihak Bank Kalsel Syariah Cabang Kandangan sebagai perlindungan terhadap dananya yang sedang dimurabahahkan. Jika perjanjian tersebut telah selesai, maka secara otomatis jaminan akan dikembalikan kepada debitur/nasabah.
Kedudukan jaminan dalam pembiayaan sebagai penguat bagi Bank Kalsel Syariah Cabang Kandangan untuk menggelontorkan pembiayaan pada pihak ketiga, dan hal ini diperbolehkan dalam fiqh. Penjaminan ini dikategorikan sebagai rahn.
Sebagai perbandingan, dalam sistem yang berlaku di Indonesia jaminan digolongkan menjadi 2 macam, yaitu jaminan materiil (kebendaan), dan jaminan imateriil (perorangan, borgtocht). Jaminan kebendaan mempunyai ciri-ciri “kebendaan” dalam arti memberikan hak mendahului di atas benda-benda tertentu dan mempunyai sifat melekat dan mengikuti benda yang bersangkutan. Sedangkan jaminan perorangan tidak memberikan hak mendahului atas benda-benda tertentu, tetapi hanya dijamin oleh harta kekayaan seorang lewat orang yang menjamin pemenuhan perikatan yang bersangkutan.32

Dari uraian diatas dan berdasarkan hasil penelitian, maka apa yang diterapkan oleh Bank Kalsel Syariah Cabang Kandangan tentang jaminan pada dasarnya mengandung makna yang dimaksud dalam konsep jaminan menurut hukum Islam, namun dalam penerapannya masih menggunakan bentuk-bentuk jaminan yang berlaku di perbankan konvensional.

Jaminan atas pembiayaan di Bank Syariah pada dasarnya bukan sebagai rukun atau syarat mutlak yang ada dalam pembiayaan. Di dalam Al-Qur’an memerintahkan umat untuk menulis tagihan utang mereka dan jika perlu meminta jaminan atas utang tersebut. Jaminan atas pembiayaan itu adalah salah satu cara untuk memastikan bahwa hak-hak dari bank tidak akan dihilangkan, dan untuk menghindari diri dari “memakan harta orang secara bathil”, selain itu jaminan ini berfungsi sebagai pendukung keyakinan bank atas kemampuan debitur/nasabah untuk melunasi pembiayaan yang diterimanya sesuai dengan yang diperjanjikan.
Dalam Bank Syariah, jaminan bukanlah hal yang penting dalam keputusan pembiayaan. Hal ini dikarenakan kritikan Bank Syariah terhadap Bank Konvensional sebagai “orientasi jaminan” (security oriented), namun menurut bankir konvensional mengatakan bahwa jaminan bukan merupakan faktor penting dalam usulan peminjaman tetapi nasabahlah yang menjadikan jaminan sebagai aktor utama untuk mengabulkan permintaan peminjamannya kepada bank.
Sehingga menurut analisa penulis, maka Bank Kalsel Syariah Cabang Kandangan telah menerapkan jaminan kepada debitur/nasabahnya atas pembiayaan yang diberikan, namun bentuk jaminan tersebut bisa berupa hak tanggungan untuk jaminan dalam bentuk barang yang tidak bergerak dan jaminan fidusia untuk jaminan dalam bentuk barang yang bergerak yang mengacu pada bentuk jaminan yang diterapkan pada bank konvensional. 

Hal ini dikarenakan operasionalisasi bank syariah harus disesuaikan dengan ketentuan-ketentuan yang berlaku di wilayah Indonesia, sehingga dalam prakteknya, pada masa sekarang ini hukum jaminan yang diterapkan belum sepenuhnya mencerminkan prinsip-prinsip syariah yang tentunya tidak sinkron dengan akad yang dibuat di bank Syariah tersebut, dimana akad yang digunakan adalah akad-akad syariah.
2. Dasar Hukum Penerapan Hukum Jaminan dalam Pembiayaan Murabahah di Bank Kalsel Syariah Cabang Kandangan.

Dalam pembiayaan pada Bank Syariah, pendapatan bagi hasil dan keuntungan jual beli merupakan instrumen pembiayaan dalam Bank Syariah yang merupakan sumber pendapatan yang dominan dalam Bank Syariah. Dalam hal terjadi resiko dalam transaksi pada perbankan syariah dialami oleh kedua belah pihak yaitu bank dan nasabah, maka pihak bank menerapkan prinsip kehati-hatian dan pembiayaan sehat untuk memperkecil kerugian yang terjadi diwujudkan dengan adanya jaminan dari nasabah penerima pembiayaan.

Jaminan berfungsi untuk mendukung keyakinan bank atas kemampuan dan kesanggupan nasabah penerima pembiayaan untuk melunasi pembiayaan yang diterimanya sesuai dengan perjanjiannya. Bank syariah bekerja dengan dana dari masyarakat yang disimpan pada bank syariah atas dasar kepercayaan, serta mempunyai posisi yang sangat strategis bagi penyelenggaraan negara, maka setiap bank selalu menjaga kesehatan dirinya yang merupakan suatu konsekuensi guna mendukung terciptanya perbankan yang sehat. Ketentuan perundang-undangan yang demikian merupakan salah satu bentuk perlindungan hukum kepada bank syariah.
Pada tahap awal pelaksanaan operasionalnya mutlak diterapkan prinsip prudential banking terhadap tumbuh dan berkembangnya setiap bank syariah di Indonesia. Landasan diterapkannya prinsip prudential banking adalah Pasal 23 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, yaitu:

a.  Bank Syariah dan/atau UUS harus mempunyai keyakinan atas kemauan dan kemampuan calon Nasabah Penerima Fasilitas untuk melunasi seluruh kewajiban pada waktunya, sebelum Bank Syariah dan/atau UUS menyalurkan dana kepada Nasabah Penerima Fasilitas.

b.  Untuk memperoleh keyakinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bank Syariah dan/atau UUS wajib melakukan penilaian yang seksama terhadap watak, kemampuan, modal, Agunan, dan prospek usaha dari calon Nasabah Penerima Fasilitas.33
Pembebanan jaminan kepada nasabah debitur tersebut, juga berlaku pada Bank Kal-Sel Syariah Cabang Kandangan. Bank Kal-Sel Syariah Cabang Kandangan membebankan jaminan kepada nasabah debitur karena dana yang dikucurkan oleh Bank Kalsel Syariah Cabang Kandangan dalam bentuk pembiayaan juga merupakan milik nasabah lain yang harus diamankan oleh Bank Kalsel Syariah Cabang Kandangan. Selain hal tersebut, pembebanan tersebut dilakukan guna mengurangi risiko sesuai dengan ketentuan dana perbankan.

Tujuan dari pembebanan jaminan terhadap nasabah kreditur sebagaimana penjelasan yang terdapat dalam Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, menyatakan sebagai berikut: “Kredit atau Pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah yang diberikan oleh bank mengandung risiko, sehingga dalam pelaksanaannya bank harus memperhatikan asas-asas pengkreditan atau pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah yang sehat. Untuk mengurangi risiko tersebut, jaminan pemberian kredit atau pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah dalam arti keyakinan atas kemampuan dan kesanggupan nasabah debitur untuk melunasi kewajibannya sesuai dengan yang diperjanjikan merupakan faktor penting yang harus diperhatikan oleh bank. Untuk memperoleh keyakinan tersebut, sebelum memberikan kredit, bank harus melakukan penilaian yang seksama terhadap watak, kemampuan, modal, agunan, dana prospek usaha dari nasabah debitur”.34
Begitu juga pada Penjelasan Pasal 37 ayat (1) dan Pasal 23 UU No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, menegaskan bahwa “Penyaluran dana berdasarkan prinsip  syariah oleh Bank Syariah dan UUS mengandung risiko kegagalan atau kemacetan dalam pelunasannya sehingga dapat berpengaruh terhadap kesehatan Bank Syariah dan UUS”. Untuk itu dan/atau UUS harus mempunyai keyakinan atas kemauan dan kemampuan calon Nasabah Penerima Fasilitas untuk melunasi seluruh kewajiban pada waktunya, sebelum Bank Syariah dan/atau UUS menyalurkan dana kepada Nasabah Penerima Fasilitas. Dan untuk memperoleh keyakinan tersebut. Bank Syariah dan/atau UUS wajib melakukan penilaian yang seksama terhadap watak, kemampuan, modal, agunan, dan prospek usaha dari calon Nasabah Penerima Fasilitas”.35
Berdasarkan Penjelasan yang terdapat dalam Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 dan Pasal 37 ayat (1) serta Pasal 23 Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, memberikan pengertian bahwa jaminan yang dibebankan kepada nasabah debitur adalah untuk melindungi kepentingan bank syariah selaku kreditor dari ancaman kerugian. Bank syariah tidak ingin rugi bila memberikan dana pembiayaannya kepada nasabah debitur. Hal ini sesuai dengan ketentuan fatwa DSN Nomor 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang murabahah yang berbunyi jaminan dalam murabahah dibolehkan, agar nasabah serius dalam pemesanannya dan Bank dapat meminta nasabah untuk menyediakan jaminan yang dapat dipegang.

3. Alasan Penerapan Hukum Jaminan Konvensional dalam Pembiayaan Murabahah di Bank Kalsel Syariah Cabang Kandangan.
Keberadaan perbankan syariah di Indonesia telah diakui secara yuridis oleh Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan jo Undang-Undang Nomor 10  Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan. Undang-undang perbankan ini telah mendorong tumbuh kembangnya lembaga perbankan Islam di Indonesia. Dalam peraturan perundang-undangan ini memungkinkan pendirian bank syariah secara tersendiri seperti Bank Muamalat Indonesia atau pendirian bank syariah dengan Islamic Window dari bank-bank konvensional.

Walaupun sistem perbankan syariah telah berkembang pesat di Indonesia namun masih memiliki beberapa permasalahan yuridis. Permasalahan yuridis  tersebut antara lain terkait dengan fungsi bank syariah yang diaplikasikan dalam berbagai bentuk produk layanan, salah satu diantaranya adalah berkenaan dengan pelaksanaan jaminan syariah. 

Berdasarkan pengamatan dalam operasionalisasi perbankan syariah, pelaksanaan jasa layanan yang berhubungan dengan jaminan, khususnya jaminan atas layanan pembiayaan murabahah, baik jaminan atas benda bergerak yang diikat dengan ketentuan tentang fidusia atau benda-benda tidak bergerak yang dilakukan pengikatan jaminan dengan bentuk Hak tanggungan, prinsip-prinsip syariah berkenaan dengan jaminan syariah tidak diterapkan sebagaimana mestinya. Lembaga jaminan yang dipergunakan dalam operasional perbankan syariah tetap menggunakan lembaga jaminan sebagaimana praktek yang dilakukan oleh bank-bank konvensional yang tidak berbasis syariah.

Sesuatu yang sangat kontras bahwa perbankan syariah telah mengeluarkan sejumlah layanan dengan berbasis prinsip syariah seperti layanan mudharabah, musyarakah, ijarah, akan tetapi pada layanan jasa penjaminan (dalam kaitannya dengan transaksi pembiayaan) tetap memakai penjaminan yang biasa dilakukan oleh perbankan konvensional, seperti jaminan hak tanggungan untuk obyek barang jaminan yang bersifat tetap atau tidak bergerak dan jaminan fidusia untuk obyek barang jaminan bergerak. 

Dalam prakteknya sebelum memberikan pelayanan pembiayaan yang menggunakan prinsip bagi hasil (mudharabah dan atau musyarakah) pihak bank selalu melakukan penilaian atau analisis terhadap prinsip 5 C atau watak, kemampuan, modal, agunan dan prospek usaha calon pengelola dana dan nasabah. Selain menerapkan prinsip 5 C bank juga menerapkan atau melakukan analisis prinsip 5 P yaitu analisis terhadap para pihak, tujuan, pembayaran, perolehan laba dan perlindungan. Selain itu prinsip hasil yang diperoleh, pembayaran kembali dan kemampuan menanggung risiko juga diterapkan dalam memberikan pembiayaan yang menggunakan prinsip bagi hasil. Dalam hal inilah kemudian dipersyaratkan kepada nasabah atau pengelola dana untuk memberikan jaminan atau agunan kepada bank sebagai jaminan tambahan yang bentuknya berupa jaminan hak tanggungan, jaminan fidusia, jaminan gadai dan kadang-kadang bank hanya memegang Surat Kuasa Memasang Hak Tanggungan (SKMHT) dan sertifikat tanahnya namun belum membebankan dan mendaftarkan jaminan hak tanggungan tersebut.

Masih diterapkannya sistem jaminan konvensional dalam operasionalisasi perbankan syariah adalah berdasarkan pada Pasal 8 UU No. 10 Tahun 1998 tentang Perubahan UU No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan yang menyatakan bahwa “dalam hal pemberian kredit atau pembiayaan berdasarkan prinsip syariah bank umum wajib menpunyai keyakinan berdasarkan analisis yang mendalam atas itikad dan kemampuan serta kesanggupan nasabah”. Keyakinan bank tersebut mengarah kepada adanya agunan atau barang jaminan yang dijadikan jaminan atas pelaksanaan pemberikan kredit dan pembiayaan berdasarkan prinsip syariah.

Keberadaan agunan atau jaminan dalam rangka implementasi prinsip kehati-hatian bank dalam menyalurkan dan mengamankan dana masyarakat tidak dapat dielakkan. Di samping itu hal tersebut dilakukan dalam rangka pengamanan dana masyarakat dan untuk meminimalisasi risiko yang akan ditanggung oleh pihak bank. 

Dalam konsep hukum Islam khususnya berkenaan dengan prinsip-prinsip syariah dalam perbankan, jaminan syariah dikenal dengan istilah Ar-rahn dan telah ada sejak zaman Rasullullah SAW.
Pada zaman Rasullullah SAW, Rasullullah SAW telah melakukan praktek  menjaminkan barang. Sebagaimana hadis Bukhari Muslim yang diriwayatkan oleh Aisyah r.a. yang berbunyi:
حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الْحَنْظَلِىُّ وَعَلِىُّ بْنُ خَشْرَمٍ قَالاَ أَخْبَرَنَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ عَنِ الأَعْمَشِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنِ الأَسْوَدِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتِ اشْتَرَى رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- مِنْ يَهُودِىٍّ طَعَامًا وَرَهَنَهُ دِرْعًا مِنْ حَدِيدٍ. )ﺭﻭﻩ بخاﺭى ﻭمسلم ) 36
Artinya:” Telah berkata kepada kami Ishaq ibnu Ibrahim al-handzhaliy dan Ali ibnu Hasyram, bahwa Isa ibnu Yunus telah mengabarkan kepada kami dari al-a’mas dari Ibrahim dari Aswadi dari Aisyah r.a. berkata  bahwa ” Rasullullah membeli makanan dari seorang Yahudi dan beliau menjaminkan baju besinya” (HR. Bukhari dan Muslim).
Aktivitas penjaminan pada zaman Rasullullah SAW tersebut hanya berfungsi sosial dan kepada si penjamin tidak memiliki kewajiban memberikan tambahan apapun dalam pelunasan utangnya.37 Akan tetapi di era sekarang ini aktivitas penjaminan (jika dikaitkan secara global) tidak saja berfungsi sosial tapi juga memiliki fungsi komersial dengan mewajibkan menambahkan sejumlah uang tertentu kepada penjamin sebagai imbalan jasa (istilahnya adalah bunga gadai). Hal demikian pada dasarnya telah memasuki hukum riba, dan riba itu sendiri bagi kalangan umat Islam hukumnya adalah haram dan dilarang mengambil riba dalam bentuk apapun.
Penerapan jaminan yang dilakukan oleh Bank Kalsel Syariah Cabang Kandangan pada dasarnya mengacu pada Peraturan Pemerintah dalam Undang-Undang No. 10 Pasal 1 Tahun 1998 mengenai ketentuan umum penjelasan No. 23 yaitu :”Agunan adalah jaminan tambahan yang diserahkan nasabah debitur kepada bank dalam rangka pemberian fasilitas kredit atau pembiayaan berdasarkan prinsip syariah”.

Para ulama di Indonesia yang terhimpun pada Majelis Ulama Indonesia (MUI) dalam fatwanya No. 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang pembiayaan Murabahah, adanya jaminan dalam perbankan syariah khususnya dalam pembiayaan murabahah hanya untuk memberikan kepastian kepada pihak bank bahwa pihak nasabah akan serius dengan pesanannya sesuai dengan yang telah diperjanjikan dimuka.

Jadi dapat dikatakan bahwa penyertaan jaminan dalam pembiayaan murabahah merupakan bentuk aplikasi penerapan prinsip kehati-hatian yang dijalankan oleh pihak bank guna menghindari terjadinya penyimpangan dari pihak musytari dan agar musytari serius dengan pesanannya, hal ini serupa dengan pernyataan Pemimpin Seksi Operasional Bank Kalsel Syariah Cabang Kandangan, dimana dengan penyertaan jaminan akan memperkuat kepercayaan bank bahwa nasabah dapat memenuhi kewajibannya. Bagi nasabah cerminan rasa tanggungjawab atas pembelian yang diberikan oleh bank sehingga dapat menjalankan pesanannya dengan serius.

Dengan demikian, sebagaimana yang diuraikan tentang konsep jaminan dalam Islam, maka dapat dianalisis bahwa hypothek, hak tanggungan, fidusia dan gadai yang diterapkan oleh Bank Kalsel Syariah Cabang Kandangan telah tercakup dalam rahn. Sehingga menurut penulis, konsekwensinya dengan berpegang pada prinsip syariah, bank syariah seharusnya menerapkan lembaga jaminan rahn saja sebagai salah satu lembaga jaminan disamping kafalah. 

Walaupun tidak dapat dipungkiri bahwa keberadaan bank syariah tidak bisa terlepas dari ketentuan-ketentuan perbankan pada umumnya seperti ketentuan tentang prinsip kehati-hatian sampai ketentuan tentang rahasia bank yang harus dipatuhi oleh bank syariah. Demikian juga ketentuan tentang lembaga jaminan, bank syariah dalam operasionalnya mengacu pada ketentuan umum yang berlaku seperti lembaga jaminan fidusia, hak tanggungan dan hipotik. 
Hal ini dikarenakan sarana penunjang operasional dari bank syariah belumlah memadai. Sehingga dapatlah kita ambil dalil yang berbunyi :“ma la yudraku kulluh ta yutraku kulluh” bahwa apa yang tidak tercapai seluruhnya tidak (jangan) dihindari seluruhnya. Namun dalil ini janganlah dijadikan dalil untuk tidak menyusun Undang-Undang Jaminan Syariah.
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